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PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Cms
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara perdata Gug
atan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam
perkara antara:
1. DRS. IPUNG PURWANA, MM, Laki-laki, Tasikmalaya, 16 Juli 1967, Agama
Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD, Beralamat
Jalan Sukamulya No. 160, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupat

en Ciamis, sebagai Penggugat I;
2. TUTI MULYAWATI, S.Pd, Perempuan, Ciamis, 16 April 1968, Agama Islam,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat J
alan Sukamulya No. 160, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupate

n Ciamis, sebagai Penggugat Il;
Penggugat | dan Penggugat Il secara bersama-sama dalam hal ini memberi

kan Kuasa Kepada DAFIQ SYAHAL MANSHUR, S.H., M.H, dan SHELLINA
DEWI UTAMI, S.H., Pengacara-Penasehat/Konsultan Hukum, Berkantor di
“D&A Partners Law Office” Jalan Stasiun No.76 Kelurahan Ciamis,
Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, email: dafig.syahal@gmail.com ber
dasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2023, dan didaftar pada Kepan
iteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 8 Juni 2023, yang
selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;
LAWAN:

1. DARSIH, S.IP, Jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 6 Februari 1962, al
amat Dusun Desa, RT.007 RW.002, Desa Margaluyu, Kecamatan Cikonen
g, Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCHAMA
D ISMAIL, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat
“MOCHAMAD ISMAIL & PATNERS” yang beralamat kantor di Jalan Kamas
an No.10, RT.004, RW.006, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Ko
ta Tasikmalaya, email: mochamadismailsh@gmail.com berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 13 Juni 2023, dan didaftar pada Kepaniteraan Penga
dilan Negeri Ciamis pada tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya disebut

sebagai Tergugat;
2. DESA SUKASENANG, KECAMATAN SINDANGKASIH, KABUPATEN CI

AMIS, Alamat Jalan Sukasenang No.214, Kecamatan Sindangkasih, Kabup
aten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCHAMAD ISMAI
L, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat
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“MOCHAMAD ISMAIL & PATNERS” yang beralamat kantor di Jalan Kamas
an No.10, RT.004, RW.006, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Ko
ta Tasikmalaya, email: mochamadismailsh@gmail.com berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 23 Juni 2023, dan didaftar pada Kepaniteraan Penga
dilan Negeri Ciamis pada tanggal 3 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat I;
3. PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR, Alamat Gedung Telkomsel Telecommu

nication Center Jalan Soekarno Hatta No.707 Bandung, dalam hal ini
memberikan Kuasa kepada R. EDITYA HERNUGRAHA, ANTHONY
ROSANDY, RISDIYANTO, BAMBANG K TJAHYONO, PRIANUGRA
NARATAMA, DENDY M. RAHARJA, RUDI SANTOSO, MAHESA AG.
VALLIAN, kesemuanya adalah karyawan PT. Telekomunikasi Selular email:
agha2209@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus
Nomor:140/SKK/V1/2023 dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Neger
i Ciamis pada tanggal 4 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut

Tergugat I,
4. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN N

ASIONAL CQ KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIAMIS, Beral
amat di JI. Drs. H. Soejoed No.14, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupate
n Ciamis, Jawa Barat 46213, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
RIDUAN S.H., M. Si, GUSTI GEMA MAHARDIKA BRATA, S.H., dan DEWI
WULANDARI SUKMA, S.H. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis, email: p
psciamis@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: MP.02.01
/601-32.07/V1/2023 tanggal 16 Juni 2023 dan didaftarkan pada Kepaniteraa
n Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 20 Juni 2023 sebagai Turut Tergu

gat lll;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatanya tanggal 5 Juni
2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis
pada tanggal 8 Juni 2023 dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2023/PN Cms, telah

mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 33 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il merupakan pasangan su
ami isteri.
2. Bahwa pada tanggal 04 April 2007 PENGGUGAT | membeli sebidang

tanah kosong dari Drs. Esom Somantri seluas 212M? yang terletak di Desa
Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis dengan batas-b
atas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Sawah Nena

Sebelah barat : Rumah Masriah

Selanjutnya mohon disebut tanah obyek sengketa;

3. Bahwa pada tahun 2007 objek tanah sengketa disewakan oleh
PENGGUGAT | kepada TURUT TERGUGAT II, sebagaimana surat sewa m
enyewa tanah nomor PKS.1559/LG.05/ND-03/VI11/2007;

4, Bahwa pada tahun 2009 PENGGUGAT | berencana menjual tanah o
bjek sengketa sebagaimana posita point no.2 di atas dan menceritakan hal
tersebut kepada saudara Aip bahwa PENGGUGAT | berencana menjual tan
ah objek sengketa tersebut seharga Rp.150.000.000,-. (seratus lima puluh
juta rupiah). Atas informasi tersebut saudara Aip menawarkan objek tanah t
ersebut kepada H.Kusdi ( suami TERGUGAT);

5. Bahwa sekitar tahun 2009 berdasarkan informasi dari saudara Aip, H.
Kusdi datang menemui PENGGUGAT | untuk menanyakan perihal tanah
PENGGUGAT | sebagaimana posita point 2 diatas yang akan dijual, namun
H.Kusdi tidak sanggup membeli senilai yang diinginkan PENGGUGAT |,
karena H.Kusdi hanya memiliki uang sebesar Rp.30.000.000,- dan
menawar tanah objek sengketa tersebut senilai Rp.30.000.000,-. Atas
tawaran tersebut PENGGUGAT | menolaknya;

6. Bahwa H.Kusdi menawarkan kepada PENGGUGAT | untuk memakai
uang senilai Rp.30.000.000,- tersebut dengan syarat diijinkan membangun
garasi mobil dan bangunan semi permanen di atas objek tanah s
ebagaimana posita point 2 di atas, PENGGUGAT | menyetujuinya, kemudia
n untuk penyelesaian pembayaran hutang yang dibuat tersebut,
PENGGUGAT | akan membayarnya nanti setelah ada pembaharuan sewa t
anah dari TURUT TERGUGAT Il kepada PENGGUGAT | yang akan berakhi
r di tahun 2022;
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7. Bahwa pada tahun 2009 setelah disepakati sebagaimana posita point
6, PENGGUGAT | disodori kwitansi kosong oleh H.Kusdi untuk ditandatang
ani oleh PENGGUGAT |, PENGGUGAT | tidak pernah menulis isi dari kwita
nsi tersebut, kemudian kwitansi kosong tersebut di bawa oleh H.Kusdi;

8. Bahwa pada tahun 2022 PENGGUGAT | datang melihat objek tanah
sebagaimana posita point 2 dan berusaha mau menemui H.Kusdi untuk
membicarakan perihal penyelesaian hutang PENGGUGAT | kepada
H.Kusdi, namun ternyata H.Kusdi telah meninggal dunia dan yang ada adal
ah isterinya yakni TERGUGAT,

9. Bahwa dari hasil pembicaraan dengan TERGUGAT, PENGGUGAT |
baru mengetahui bahwa objek tanah sengketa milik PENGGUGAT | telah b
eralih nama menjadi milik TERGUGAT berdasarkan Sertifikat Hak Milik nom
or: 00474/Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis,
seluas 159M? atas nama TERGUGAT (Darsih S.IP) yang dikeluarkan
TURUT TERGUGAT llI;

10. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor: 00474/Desa Sukasenan
g, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis didasarkan Surat Keterang
an Tanah Bekas Milik Adat yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT | no
mor 593.2/105/PTSL-SKn.2019;

11. Bahwa pada tahun 2022 PENGGUGAT | baru mengetahui objek tana
h sengketa telah beralih nama kepada H. Kusdi yang didasarkan oleh :

1) Surat Pernyataan peralihan hak atas tanah tanggal 09 Maret 2012 yang
menurut TERGUGAT dibuat oleh PENGGUGAT I, H. Kusdi (suami
TERGUGAT), dan TURUT TERGUGAT Il. dimana dalam surat tersebut p

ada pokoknya berisi sebagai berikut:
a. PENGGUGAT | bermaksud menjual sebidang tanah yang berlokasi

didusun Nagrog RT.002 RW.001 Desa Sukasenang, Kecamatan Si

ndangkasih, Kabupaten Ciamis;
b. H.Kusdi menerima peralihan tanah dimaksud dengan harga Rp. 60.

000.000 sebagaimana kwitansi;
c. Pihak Pembeli mengetahui bahwa objek tanah tersebut disewakan

kepada TURUT TERGUGAT II;
2) Kwitansi pembayaran dari H.Kusdi senilai Rp.60.000.000 untuk pembaya

ran sebidang tanah yang di Dusun Nagrog, Desa Sukasenang, Kecamat

an Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, .
12. Bahwa terhadap Surat Pernyataan peralihan hak atas tanah tanggal
09 Maret 2012, PENGGUGAT | menyatakan bahwa PENGGUGAT | tidak p
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ernah menandatangani surat tersebut, dan tidak pernah bertemu dengan, H.
Kusdi (suami TERGUGAT), TURUT TERGUGAT Il yang diwakili oleh Mang
ampu T Silaban selaku Head of Network Operation Support Jawa Barat De
partemen dan Samuel Pasaribu selaku Head of ICT Network Management
Jawa Barat Division tanggal 09 Maret 2012, oleh sebab itu tanda tangan
PENGGUGAT | diduga palsu;

13. Bahwa PENGGUGAT | ketika bertemu dengan H. Kusdi pada tahun
2009 hanya menandatangani kwitansi kosong, PENGGUGAT | tidak pernah
menulis isi dari kwitansi tersebut serta uang yang diterima oleh
PENGGUGAT | hanya senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
sebagai pinjaman bukan pembayaran jual beli;

14. Bahwa objek tanah sengketa merupakan harta yang diperoleh
PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il dalam ikatan perkawinan, selama dala
m ikatan perkawinan tersebut PENGGUGAT Il tidak pernah memberi perset
ujuan untuk menjual tanah objek sengketa kepada H. Kusdi;

15. Bahwa objek tanah sengketa merupakan objek tanah yang secara sa
h telah dibeli oleh PENGGUGAT | dari Drs. Esom Somantri dalam ikatan Pe
rkawinan dengan PENGGUGAT II, maka objek tanah sengketa merupakan
harta bersama PENGGUGAT | dan PENGGUGAT II;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut TERGUGAT telah melakukan tin
dakan perbuatan melawan hukum yakni mengambil dan menguasai tanah o
bjek sengketa milik PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il tanpa alas hak ya
ng sah secara hukum. Dasar hukum berupa jual beli yang didalilkan
TERGUGAT tidak sah karena tidak ada kesepakatan jual beli antara
PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il dengan H.Kusdi sebagaimana diatur d
alam pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 36 UU Nomor 1 tahun 1974 Tenta
ng perkawinan yang telah diperbaharui melalui Undang-undang Nomor 16 t
ahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 t
entang Perkawinan;

17. Bahwa karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan huk
um maka kami memohon bukti Surat Pernyataan peralihan hak atas tanah t
anggal 09 Maret 2012 dan Kwitansi pembayaran dari H Kusdi senilai Rp.60.
000.000 untuk pembayaran sebidang tanah yang di Dusun Nagrog, Desa S
ukasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis tidak memiliki ke

kuatan hukum;
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18. Bahwa karena tanah objek sengketa merupakan milik PENGGUGAT |
dan PENGGUGAT Il maka kami memohon kepada Majelis hakim yang men
gadili perkara A quo untuk memerintahkan TURUT TERGUGAT Il membali
knamakan Sertifikat Hak Milik nomor: 00474/Desa Sukasenang, Kecamata
n Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, seluas 159 M? atas nama TERGUGAT
(Darsih S.IP) menjadi milik PENGGUGAT | dan/atau PENGGUGAT Ii;

19. Bahwa karena tanah objek sengketa merupakan milik PENGGUGAT |
dan PENGGUGAT Il maka kami memohon kepada Majelis hakim yang men
gadili perkara A quo untuk memerintahkan TERGUGAT mengosongkan obj
ek tanah sengketa sebagai Sertifikat Hak Milik nomor: 00474/Desa Sukase
nang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, seluas 159 M?;

20. Bahwa atas tindakan TERGUGAT menguasai objek tanah sengketa t
anpa alas hak yang sah maka TERGUGAT telah melakukan perbuatan
melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata
menyebabkan PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il mengalami kerugian m
ateriil senilai Rp. 10.000.000,- pertahun sejak tahun 2022;

21. Bahwa gugatan PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il didasari bukti-b
ukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan keb
enaran, mohon kiranya yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara i
ni berkenan menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad), me
skipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi baik dari PARA
TERGUGAT maupun pihak lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Ibu

Ketua Pengadilan Negeri Ciamis berkenan memanggil para pihak, memeriksa,

mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhny
a,

2. Menyatakan secara hukum bahwa PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il ada
lah pemilik yang sah Sertifikat Hak Milik nomor: 00474/Desa Sukasenang,
Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, seluas 159 M?;

3. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan
melawan hukum “Onrechtmatigedaad”;

4. Menyatakan Surat Pernyataan peralihan hak atas tanah tanggal 09 Maret 2

012 dan Kwitansi pembayaran dari H.Kusdi senilai Rp.60.000.000 untuk pe
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mbayaran sebidang tanah yang di Dusun Nagrog, Desa Sukasenang, Keca
matan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis tidak memiliki kekuatan mengikat;

5. Menghukum kepada TERGUGAT untuk mengosongkan tanah obyek sengk
eta setelah putusan ini memilki kekuatan hukum mengikat.;

6. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT Ill membaliknamakan Sertifikat
Hak Milik nomor: 00474/Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kab
upaten Ciamis, seluas 159 M?atas nama TERGUGAT (Darsih S.IP) menjadi
milik PENGGUGAT | dan/atau PENGGUGAT I,

7. Menghukum kepada TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membaya
r kerugian moril dan materiil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp10.00
0.000,00 (sepuluh juta rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah put
usan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan sec
ara serta merta terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upa
ya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

9. Menghukum kepada PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk me
mbayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

10. Menghukum kepada semua pihak untuk tunduk pada putusan ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para
Pihak masing-masing menghadap kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di
antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 T
ahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ARPISO
L, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juli 2023,

upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Ter
gugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat lll, diminta persetu;
uannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergug
at, Turut Tergugat |, Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat Ill menyatakan bersedi

a untuk melakukan persidangan secara elektronik;
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Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat
yang tetap dipertahankan;
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum T
ergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI
A. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscure Libel).
Bahwa Posita-posita dalam surat gugatan Penggugat disusun secara tidak
cermat, tidak jelas dan kabur (obscuur libel). Kekaburan dan ketidakjelasan
tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai
berikut:
1. Bahwa judul gugatan Para Penggugat a quo adalah Gugatan Perbuatan
Melawan Hukum. Akan tetapi, dalil posita gugatan Para Penggugat a qu
o tidak jelas, tidak tegas dan membingungkan dalam hal atau tindakan/p
erbuatan apa Tergugat dinyatakan sebagai telah melakukan perbuatan
melawan hukum. Apakah atas alasan Tergugat menguasai dan memiliki t
anah objek sengketa sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam pos
ita 16 halaman 6 casu quo? Atau dalil Para Penggugat yang menyatakan
bahwa jual beli tanah sengketa a quo tidak sah karena tidak ada kesepa
katan antara Para Penggugat dengan Almarhum H. Kusdi ? -QUOD NO
N
2. Bahwa menurut hukum, dua peristiwa yang dituduhkan Para Penggugat
tersebut di atas, yakni peristiwa pemilikan/penguasaan dan peristiwa per
alihan hak atas tanah sengketa a quo adalah merupakan dua peristiwa h
ukum yang berbeda, yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban serta
pertanggungjawaban hukum perdata secara berbeda pula. Bahwa pemili
kan dan penguasaan Tergugat atas tanah sengketa a quo didasarkan pa
da bukti kepemilikan hak atas tanah sengketa sebagaimana terurai dala
m SHM No. 00474/Desa Sukasenang, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 3
51/Sukasenang/2019, tanggal 04 April 2019. Sehingga berdasarkan kete
ntuan Pasal 20 UUPA Jo. Pasal 570 KUHPerdata, Tergugat berhak dan
berwenang atas pemilikan dan penguasaan tanah sengketa a quo (vide,
Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA Jo. Pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah). Dengan demikian maka, perbuatan
Tergugat yang memiliki dan menguasai tanah sengketa dalam perkara a

quo, BUKAN merupakan perbuatan melawan hukum;
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3. Bahwa jika tuduhan perbuatan melawan hukum Para Penggugat perkara
a quo didasarkan pada alasan bahwa jual beli antara Para Penggugat de
ngan Almarhum H. Kusdi tidak sah —QUOD NON, maka berdasarkan kai
dah hukum Pasal 1340 KUHPerdata, Para Penggugat telah salah alama
t dalam mengajukan gugatan a quo (Gemis Aanhoedanigheid). Lalu men
gapa pengajuan gugatan a quo baru dilakukan jauh setelah Almarhum H.
Kusdi meninggal dunia ?

4. Bahwa kekaburan semakin bertambah dengan adanya fakta bahwa kebe
radaan luas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo be
rbeda, dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa objek (tanah) sengke
ta seluas 212 m? (dua ratus dua belas meter persegi), sedangkan FAKT
ANYA, sebagaimana terurai dalam SHM No. 00474/Desa Sukasenang,
Surat Ukur/Gambar Situasi No. 351/Sukasenang/2019, tanggal 04 April 2
019, tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat adalah seluas 159 m2 (ser
atus lima puluh sembilan meter persegi);

5. Bahwa secara formil, dalam hukum acara perdata yang berlaku, fakta-fa
kta hukum sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan gugatan yang d
iajukan Para Penggugat menjadi cacat formil, dalam gradasinya sebagai
gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel), sehingga patut dan a
dil jika gugatan Para Penggugat a quo ditolak, atau setidak-tidaknya diny
atakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

B. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

1. Bahwa dalam uraian dalil-dalil fakta (feitelijkegrond) yang menjadi dasar
gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat adala
h pemilik sah atas tanah sengketa a quo, yang diperoleh/dibeli dari Drs.
Esom Somantri. Maka menurut hukum, Para Penggugat seharusnya jug
a menarik Drs. Esom Somantri tersebut sebagai pihak dalam gugatanny
a a quo, atas alasan karena Drs. Esom Somantri tersebut
berkepentingan (belang hebbende) dalam arti, Drs. Esom Somantri mem
iliki urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul ta
nah sengketa serta dasar hukum Drs. Esom Somantri menjual tanah sen
gketa a quo kepada Para Penggugat. Hal ini sebagaimana diatur dalam
kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya
Nomor : 1125 K/Pdt/1984;

2. Selain itu, Para Penggugat juga seherusnya menarik Sdr. Aip, yang didal

ilkan Para Penggugat sebagai pihak ketiga yang ikut terlibat dalam trans
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aksi antara Para Penggugat dengan Almarhum H. Kusdi —-QUOD NON, a
tas alasan Sdr. Aip tersebut berkepentingan untuk menjelaskan dan me
mbuktikan secara probable cause atas peristiwa yang didalilkan Para Pe
nggugat a guo. Hal ini senada dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahk
amah Agung RI Nomor : 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, yang
pada pokoknya menyatakan bahwa, “Gugatan harus menggugat semua
orang yang terlibat”;

3. Bahwa dengan tidak ditariknya Drs. Esom Somantri dan Sdr. Aip sebagai
pihak tergugat dalam perkara ini, maka sengketa yang dipersoalkan
tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, karena pihak
yang seharusnya ikut digugat dan tentunya pula dapat membuktikan
kebenaran/membenarkan seluruh dalil, argumen, dan pernyataan Para
Penggugat yang dijadikan dasar gugatan perkara ini, tidak turut digugat,
sehingga patut kalau gugatan Para Penggugat tersebut ditolak atau setid
ak-tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke ver
klaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecual
i yang secara tegas bulat dan utuh diakui kebenarannya oleh Tergugat; Pen
gakuan dengan klausul dianggap penolakan secara tegas (onsplitbaar ave
u);

2. Bahwa benar Tergugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah berdasarka
n SHM No. 00474/Desa Sukasenang, sebagaimana terurai dalam Surat Uk
ur/Gambar Situasi No. 351/Sukasenang/2019, tanggal 04 April 2019, seluas
159 m2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Desa
Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, atas nama Dar
sih, S.Ip. (Tergugat). Sehingga menurut hukum, berdasarkan ketentuan
Pasal 20 UUPA Jo. Pasal 570 KUHPerdata, Tergugat berhak dan berwena
ng untuk memiliki, menguasai, dan melakukan tindakan lain untuk memiliki
dan menguasai tanah (sengketa) a quo;

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas, terbukti secara sah dan me
yakinkan bahwa Tergugat TIDAK melakukan perbuatan melawan hukum se
bagaimana dituduhkan Para Penggugat dalam gugatannya a quo;

4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan mela
wan hukum yang merugikan Para Penggugat, maka dengan sendirinya tunt

utan ganti rugi dan tuntutan lainnya, haruslah dikesampingkan;
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5. Bahwa secara keseluruhan, Tergugat menolak dalil-dalii gugatan Para
Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun —-QUOD N
ON- adalah tidak berdasar dan irrelevant;

Dan untuk itu Tergugat dengan segala kerendahan hati, mohon kepada Yang M

ulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan

menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel);

3. Menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortiu
m);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelij
ke verklaard);

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul d
alam perkara ini.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum
Turut Tergugat | mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscure Libel).

Bahwa Posita-posita dalam surat gugatan Penggugat disusun secara ti
dak cermat, tidak jelas dan kabur (obscuur libel). Kekaburan dan ketidakjelasan
tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa judul gugatan Para Penggugat a quo adalah Gugatan Perbuatan
Melawan Hukum. Akan tetapi, dalil posita gugatan Para Penggugat a quo t
idak jelas, tidak tegas dan membingungkan dalam hal atau tindakan/perbu
atan apa Tergugat dinyatakan sebagai telah melakukan perbuatan melawa
n hukum. Apakah atas alasan Tergugat menguasai dan memiliki tanah obj
ek sengketa sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam posita 16 hal
aman 6 casu quo ? Atau dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa ju
al beli tanah sengketa a quo tidak sah karena tidak ada kesepakatan antar
a Para Penggugat dengan Almarhum H. Kusdi ? -QUOD NON
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2. Bahwa menurut hukum, dua peristiwa yang dituduhkan Para Penggugat te

rsebut di atas, yakni peristiwa pemilikan/penguasaan dan peristiwa peralih
an hak atas tanah sengketa a quo adalah merupakan dua peristiwa huku
m yang berbeda, yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban serta perta
nggungjawaban hukum perdata secara berbeda pula. Bahwa pemilikan da
n penguasaan Tergugat atas tanah sengketa a quo didasarkan pada bukti
kepemilikan hak atas tanah sengketa sebagaimana terurai dalam SHM No.
00474/Desa Sukasenang, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 351/Sukasena
ng/2019, tanggal 04 April 2019. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2
0 UUPA Jo. Pasal 570 KUHPerdata, Tergugat berhak dan berwenang ata
s pemilikan dan penguasaan tanah sengketa a quo (vide, Pasal 19 ayat
(2) huruf ¢ UUPA Jo. Pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah). Dengan demikian maka, perbuatan Tergugat yang
memiliki dan menguasai tanah sengketa dalam perkara a quo, BUKAN m
erupakan perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa jika tuduhan perbuatan melawan hukum Para Penggugat perkara
a quo didasarkan pada alasan bahwa jual beli antara Para Penggugat den
gan Almarhum H. Kusdi tidak sah —QUOD NON, maka berdasarkan kaida
h hukum Pasal 1340 KUHPerdata, Para Penggugat telah salah alamat da
lam mengajukan gugatan a quo (Gemis Aanhoedanigheid). Lalu mengapa
pengajuan gugatan a quo baru dilakukan jauh setelah Almarhum H. Kusdi
meninggal dunia ?

4. Bahwa kekaburan semakin bertambah dengan adanya fakta bahwa keber
adaan luas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo berb
eda, dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa objek (tanah) sengketa
seluas 212 m2 (dua ratus dua belas meter persegi), sedangkan FAKTANY
A, sebagaimana terurai dalam SHM No. 00474/Desa Sukasenang, Surat
Ukur/Gambar Situasi No. 351/Sukasenang/2019, tanggal 04 April 2019, ta
nah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat adalah seluas 159 m? (seratus lim
a puluh sembilan meter persegi);

5. Bahwa secara formil, dalam hukum acara perdata yang berlaku, fakta-fakt
a hukum sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan gugatan yang diaj
ukan Para Penggugat menjadi cacat formil, dalam gradasinya sebagai gug
atan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel), sehingga patut dan adil jik
a gugatan Para Penggugat a quo ditolak, atau setidak-tidaknya dinyataka

n tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
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DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat | menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggug
at kecuali yang secara tegas bulat dan utuh diakui kebenarannya oleh
Turut Tergugat I; Pengakuan dengan klausul dianggap penolakan secara t
egas (onsplitbaar aveu);

2. Bahwa benar Tergugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah berdasark
an SHM No. 00474/Desa Sukasenang, sebagaimana terurai dalam Surat
Ukur/Gambar Situasi No. 351/Sukasenang/2019, tanggal 04 April 2019, se
luas 159 m2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi), yang terletak di
Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, atas na
ma Darsih, S.Ip. (Tergugat). Sehingga menurut hukum, berdasarkan keten
tuan Pasal 20 UUPA Jo. Pasal 570 KUHPerdata, Tergugat berhak dan be
rwenang untuk memiliki, menguasai, dan melakukan tindakan lain untuk m
emiliki dan menguasai tanah (sengketa) a quo;

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas, terbukti secara sah dan m
eyakinkan bahwa Tergugat TIDAK melakukan perbuatan melawan hukum
sebagaimana dituduhkan Para Penggugat dalam gugatannya a quo;

4. Bahwa secara keseluruhan, Turut Tergugat | menolak dalil-dalil gugatan P
ara Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun —-QU
OD NON- adalah tidak berdasar dan irrelevant,

Dan untuk itu Turut Tergugat | dengan segala kerendahan hati, mohon
kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini u
ntuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat | untuk seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelij
ke verklaard);

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul d
alam perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergug

at Il memberikan jawaban sebagai berikut:
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|. DALAM EKSEPSI
A.DALAM GUGATAN TERDAPAT KURANG PIHAK YANG DITARIK DALA

M PERKARA (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)
1. Pada halaman 3 angka 3 Gugatan, dinyatakan oleh PARA PENGGUGA

T

“Bahwa pada tahun 2007 objek tanah sengketa disewakan oleh PENG
GUGAT | kepada TURUT TERGUGAT II, sebagaimana surat sewa me
nyewa tanah nomor PKS/1559/LG.05/ND-03/VIll/2007."

2. TURUT TERGUGAT Il mengakui bahwa benar telah terjadi perjanjian s
ewa menyewa lahan untuk pendirian menara telekomunikasi antara PE
NGGUGAT | dan TURUT TERGUGAT Il sebagaimana dibuktikan denga
n Perjanjian Sewa Menyewa Tanah No. PKS/1559/LG.05/ND-03/VI111/20
07 (“Perjanjian Sewa Menyewa”). Berdasarkan Perjanjian Sewa Meny
ewa tersebut, jangka waktu sewa adalah selama 15 (lima belas) tahun

terhitung sejak tanggal 23 April 2007 sampai dengan 22 April 2022;
3. Perlu TURUT TERGUGAT Il informasikan bahwa telah terjadi peralihan

kepemilikan dan penguasaan menara telekomunikasi yang berdiri di lah
an sengketa, yang berlokasi di JI. Raya Cikoneng No. 498B Margaluyu
Ciamis. Kepemilikan dan penguasaan menara telekomunikasi yang ber
diri di lahan sengketa diserahterimakan pada tanggal 18 November 202
0 (delapan belas November dua ribu dua puluh) dari yang semula dimili
ki oleh TURUT TERGUGAT Il menjadi milik PT DAYAMITRA TELEKO

MUNIKASI;
4. Peralihan kepemilikan menara telekomunikasi tersebut telah berusaha

TURUT TERGUGAT Il informasikan kepada PENGGUGAT |, selaku pih
ak yang menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dengan TURUT T
ERGUGAT Il, melalui surat tertulis No. 934/TC.03/RQ-05/XI11/2020 terta
nggal 17 Desember 2020 (“Surat Pemberitahuan”) yang ditujukan kep
ada Dusun Desa RT 007 RW 002, Desa Margaluyu Kecamatan Cikone
ng, Kabupaten Ciamis, sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Sewa
Menyewa bagian korespondensi Pasal 11. Pada saat dilakukan penge
cekan langsung ke lokasi lahan sengketa, PENGGUGAT tidak berada d
i lokasi sesuai dengan alamat korespondensi yang tertera di Perjanjian
Sewa Menyewa, namun TURUT TERGUGAT Il justru ditemui oleh TER
GUGAT. TERGUGAT menyatakan bahwa kepemilkan lahan sengketa te
lah dialihkan dari PENGGUGAT | kepada TERGUGAT melalui mekanis

me jual beli, dimana kemudian TERGUGAT buktikan dengan menunjuk
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an asli Sertifikat Hak Milik No. 00474. Hal tersebut mengakibatkan Sura
t Pemberitahuan pada akhirnya TURUT TERGUGAT Il serahkan kepad
a TERGUGAT, selaku pemegang sertifikat hak milik atas lahan sengket

a, untuk kemudian ditandatangani oleh TERGUGAT;
5. Adanya peralihan kepemilikan menara telekomunikasi yang berdiri di la

han sengketa mengakibatkan adanya pihak lain yang seharusnya turut
ditarik selaku pihak yang berperkara, yaitu PT DAYAMITRA TELEKOM
UNIKASI. Hal ini dikarenakan selama dalam periode aktif Perjanjian Se
wa Menyewa antara PENGGUGAT | dan TURUT TERGUGAT, telah terj
adi peralihan kepemilikan dan penguasaan menara telekomunikasi yan
g semula milik TURUT TERGUGAT Il menjadi milik PT DAYAMITRA TE

LEKOMUNIKASI;
6. Dalil dan argumentasi TURUT TERGUGAT Il sudah sejalan dan tepat d

engan kadidah hukum yang berlaku sebagaimana dituangkan dalam P
utusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 365 K/Pdt/1984 t
anggal 31 Agustus 1985 yang kaidah hukumnya menyatakan “Gugata

n harus menggugat semua orang yang terlibat.”,
7. Berdasarkan fakta hukum yang dikaitkan dengan doktrin hukum dan Pu

tusan Mahkamah Agung di atas, kiranya perlu Yang Mulia Majelis Haki
m pertimbangkan adanya kekurangan pihak dalam Gugatan yang dibua
t oleh PARA PENGGUGAT, karena tidak menyertakan PT DAYAMITRA
TELEKOMUNIKASI sebagai pemegang kepemilikan dan penguasaan a
tas menara telekomunikasi yang berdiri di lahan sengketa (niet

ontvankelijk verklaard).
Il. DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa TURUT TERGUGAT Il mohon agar uraian dan dalil dalam Ekse

psi sebagaimana terurai di atas dianggap menjadi dan merupakan satu
kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil dan uraian Jawaban Pokok

Perkara.
2. Kembali TURUT TERGUGAT Il tegaskan dengan ini harus mempertega

s kembali posisi hukum TURUT TERGUGAT Il atas dalil yang diajukan
oleh PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara nyata dan tertulis diakui
oleh TURUT TERGUGAT Il dan secara jelas dan rinci dalil dan argume

n dari TURUT TERGUGAT Il akan disampaikan di bawah ini:
A. KRONOLOGIS PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN SEW

A MENYEWA LAHAN ANTARA PENGGUGAT | DAN TURUT TERGUGA

T Il BERDASARKAN PKS/1559/LG.05/ND-03/VIil/2007;
1. Yang Mulia Majelis Hakim, mohon kiranya perkenan kami menyampaik

an kronologis pembuatan dan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa
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PKS/1559/LG.05/ND-03/VIII/2007 antara PENGGUGAT | dan TURUT T

ERGUGAT II;
2. TURUT TERGUGAT Il mengakui bahwa benar telah terjadi perjanjian s

ewa menyewa lahan untuk pendirian menara telekomunikasi antara PE
NGGUGAT | dan TURUT TERGUGAT Il sebagaimana dibuktikan denga
n Perjanjian Sewa Menyewa Tanah No. PKS/1559/LG.05/ND-03/VI111/20
07 (“Perjanjian Sewa Menyewa”). Berdasarkan Perjanjian Sewa Meny
ewa tersebut, jangka waktu sewa adalah selama 15 (lima belas) tahun

terhitung sejak tanggal 23 April 2007 sampai dengan 22 April 2022;
3. Dalam perjalanannya pada tahun 2012, TERGUGAT menginformasikan

kepada TURUT TERGUGAT Il bahwa telah terjadi peralihan hak atas ta
nah sengketa dari yang semula milik PENGGUGAT | menjadi milik TER
GUGAT. Untuk membuktikan hal tersebut, TERGUGAT menunjukan do
kumen kwitansi pembayaran dari H. KUSDI selaku almarhum suami TE
RGUGAT senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pemb
ayaran sebidang tanah yang terletak di Dusun Nagrog, Desa Sukasena

ng, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis;
4. Informasi terkait adanya peralihan kepemilikan lahan sengketa dari TE

RGUGAT tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dokumen Surat Per
nyataan Peralihan Hak atas Tanah tertanggal 29 Maret 2012 (dua puluh
sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua belas). Pada dokumen pernya

taan peralihan hak atas tanah tersebut tertera tanda tangan:
- Drs. Ipung Purwana, MM selaku Pihak Penjual (in casu PENGGUG

AT 1);
- H. Kusdi, S.Pd selaku Pihak Pembeli;
- Hj. Darsih, S.IP selaku Istri dari Pihak Pembeli sekaligus Pihak yan

g Menyetujui (in casu TERGUGAT);
- Mangampu T. Silaban dan Samuel Pasaribu selaku perwakilan dari

PT Telekomuikasi Selular sekaligus Pihak yang Mengetahui (in cas

u TURUT TERGUGAT 11);
5. Perlu TURUT TERGUGAT Il tegaskan sebelumnya bahwa Surat Perny

ataan Peralihan Hak Atas Tanah tertanggal 29 Maret 2012 tidak memilik
i kekuatan pembuktian kepemilikan hak atas lahan sengketa dalam ben
tuk apapun, ataupun menyebabkan terjadinya peralihan hak milik atas |
ahan sengketa, melainkan hanya sebagai pemberitahuan dari Para Pih
ak kepada TURUT TERGUGAT Il selaku pihak penyewa lahan sengket

a. Hal ini sejalan dengan pencantuman klausul pada poin 5 Surat Perny
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ataan Peralihan Hak Atas Tanah tertanggal 29 Maret 2012 tersebut yan

g menyatakan bahwa:
“Bahwa untuk maksud Peralihan tersebut Pihak Penjual dan Pihak

Pembeli wajib melakukan pengurusan peralihan kepemilikan be
rupa pembuatan bukti peralihan hak yang diterbitkan oleh Pejab
at yang berwenang berupa Surat Keterangan Kepemilikan dari Kep
ala Desa yang diketahui Camat setempat, atau dalam bentuk Akta J
ual Beli atau balik nama sertifikat, pada kesempatan pertama setela

h ditandatanganinya Surat Pernyataan ini.”
6. Pada tanggal 18 November 2020 (delapan belas November dua ribu du

a puluh), telah terjadi serah terima kepemilikan dan penguasaan menar
a telekomunikasi yang berdiri di lahan sengketa, yang berlokasi di JI. R
aya Cikoneng No. 498B Margaluyu Ciamis. Kepemilikan dan penguasa
an menara telekomunikasi yang berdiri di lahan sengketa beralih dari y
ang semula dimiliki oleh TURUT TERGUGAT Il menjadi milik PT DAYA

MITRA TELEKOMUNIKASI;
7. Peralihan kepemilikan menara telekomunikasi tersebut telah berusaha

TURUT TERGUGAT Il informasikan kepada PENGGUGAT |, selaku pih
ak yang menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dengan TURUT T
ERGUGAT IlI, melalui surat tertulis No. 934/TC.03/RQ-05/X11/2020 terta
nggal 17 Desember 2020 (“Surat Pemberitahuan”) yang ditujukan kep
ada Dusun Desa RT 007 RW 002, Desa Margaluyu Kecamatan Cikone
ng, Kabupaten Ciamis, sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Sewa
Menyewa bagian korespondensi Pasal 11. Pada saat dilakukan penge
cekan langsung ke lokasi lahan sengketa, PENGGUGAT tidak berada d
i lokasi sesuai dengan alamat korespondensi yang tertera di Perjanjian
Sewa Menyewa, namun TURUT TERGUGAT Il justru ditemui oleh TER
GUGAT. TERGUGAT menyatakan bahwa kepemilkan lahan sengketa te
lah dialihkan dari PENGGUGAT | kepada TERGUGAT melalui mekanis
me jual beli, namun kali ini TERGUGAT buktikan dengan menunjukan a
sli Sertifikat Hak Milik No. 00474, bukan hanya kwitansi pembayaran at

as tanah;
8. Pada saat berlangsungnya Perjanjian Sewa Menyewa, TURUT TERGU

GAT Il sama sekali tidak mengetahui bahwa terdapat permasalahan hu
kum terkait lahan sengketa antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGA
T. Adanya Kwitansi pembayaran dari H. Kusdi senilai Rp 60.000.000,- t
erutama dengan adanya Sertifikat Hak Milik No. 00474 yang ditunjukan
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oleh TERGUGAT meyakinkan TURUT TERGUGAT Il bahwa peralihan k
epemilikan lahan sengketa antara PENGGUGAT | dan TERGUGAT ada
lah sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pradug
a dari TURUT TERGUGAT Il tersebut juga sejalan dengan Pasal 19 ay
at (2) huruf ¢ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Das
ar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Peme
rintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997"), y
ang menyatakan bahwa bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah

dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah;
9. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan merujuk pada peraturan perun

dang-undangan yang berlaku, jelas terbukti bahwa hak-hak hukum TUR
UT TERGUGAT Il harus dilindungi selaku penyewa yang beritikad baik.
Sehingga atas hal tersebut, TURUT TERGUGAT Il memohon kepada Y
ang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilny
a terkait dengan posisi hukum TURUT TERGUGAT Il dalam perkara ya

ng bersangkutan.
B. ADANYA PERALIHAN KEPEMILIKAN MENARA TELEKOMUNIKASI YA

NG BERDIRI DI LAHAN SENGKETA MENGAKIBATKAN TIMBULNYA P
ERALIHAN HAK, KEWAJIBAN DAN KEDUDUKAN SEBAGAI PENYEW
A LAHAN DARI SEMULA TURUT TERGUGAT Il MENJADI PT DAYAMIT

RA TELEKOMUNIKASI;
1. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa pada tanggal 18 Novembe

r 2020 (delapan belas November dua ribu dua puluh), telah terjadi sera
h terima kepemilikan dan penguasaan menara telekomunikasi yang ber
diri di lahan sengketa, yang berlokasi di JI. Raya Cikoneng No. 498B M
argaluyu Ciamis. Kepemilikan dan penguasaan menara telekomunikasi
yang berdiri di lahan sengketa beralih dari yang semula dimiliki oleh TU

RUT TERGUGAT Il menjadi milik PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI;
2. Dengan demikian, pada saat jangka waktu sewa berdasarkan Perjanjia

n Sewa Menyewa Tanah No. PKS/1559/LG.05/ND-03/VIII/2007 berakhir
di tanggal 22 April 2022, kewenangan untuk menentukan dilakukannya
perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa tersebutsepenuhnya ada pad
a PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI selaku pihak penyewa yang bar
u, dengan pihak pemilik lahan sengketa. TURUT TERGUGAT Il sudabh ti

dak lagi berstatus sebagai penyewa lahan sengketa;
C. SURAT PERNYATAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH TERTANGGAL

29 MARET 2012 TIDAK MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN KEPEMIL
IKAN LAHAN ATAS LAHAN SENGKETA, ATAUPUN SECARA HUKUM
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MENGAKIBATKAN TERJADINYA PERALIHAN HAK MILIK DARI PENG

GUGAT | KEPADA TERGUGAT
1. Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas s

ecara jelas membuktikan bahwa TURUT TERGUGAT I, telah menjalan
kan hak dan kewajibannya selaku penyewa yang beritikad baik dan sel
alu berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku di dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia;
2. Perlu disampaikan bahwa terhadap petitum yang diajukan oleh PARA P

ENGGUGAT pada halaman 8 butir 4 Gugatan yang meminta:
“Menyatakan Surat Pernyataan peralihan hak atas tanah tanggal
09 Maret 2012 (sic) dan Kwitansi pembayaran dari H.Kusdi senilai R
p.60.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah yang di Dusun Nag
rog, Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciami
s tidak memiliki kekuatan mengikat.”

3. Bahwa perlu ditegaskan Surat Pernyataan Peralihan Hak Atas Tanah te
rtanggal 29 Maret 2012 tersebut pada faktanya memang tidak memiliki
kekuatan pembuktian apapun mengenai kepemilikan lahan, ataupun se
cara hukum mengakibatkan terjadinya peralihan hak milik dari PENGG

UGAT | kepada TERGUGAT;
4. Hal ini sejalan dengan pengaturan yang ada dalam Pasal 37 ayat (1) P

P 24/1997, yang menyatakan:
“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun

melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perus
ahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali p
emindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibukti
kan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlak

”

u’.
5. Ketentuan mengenai diperlukannya akta yang dibuat oleh PPAT yang b

erwenang untuk membuktikan kepemilikan hak milik atas tanah ataupu
n terjadinya peralihan kepemilikan hak atas tanah juga telah ditegaskan
kembali oleh TURUT TERGUGAT Il pada poin 5 Surat Pernyataan Pera
lihan Hak Atas Tanah tertanggal 29 Maret 2012 yang menyatakan bahw

a:
“Bahwa untuk maksud Peralihan tersebut Pihak Penjual dan Pihak

Pembeli wajib melakukan pengurusan peralihan kepemilikan be
rupa pembuatan bukti peralihan hak yang diterbitkan oleh Pejab

at yang berwenang berupa Surat Keterangan Kepemilikan dari Kep
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ala Desa yang diketahui Camat setempat, atau dalam bentuk Akta
Jual Beli atau balik nama sertifikat, pada kesempatan pertama s

etelah ditandatanganinya Surat Pernyataan ini.”
6. Quad non, dalam hal PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa Surat Pe

rnyataan Peralihan Hak Atas Tanah tertanggal 29 Maret 2012 adalah do
kumen yang mengakibatkan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 004
74 atas nama TERGUGAT, maka perlu ditegaskan bahwa berdasarkan
ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang P

eraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PP 37/1998"):
1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaft

aran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakuk

annya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah at

au Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan das
ar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diaki

batkan oleh perbuatan hukum itu.”
2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah s

ebagai berikut:
Jual beli;
Tukar menukar;
Hibah;
Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
Pembagian hak bersama;
Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak
Milik;
g. Pemberian Hak Tanggungan;
h. Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.
7. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP 37/1998 tersebut, kewenangan untu

S0 Q0T

k menerbitkan akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum t
ertentu mengenai hak atas tanah, in casu jual beli, hanyalah PPAT. Dok
umen Surat Pernyataan Peralihan Hak Atas Tanah tertanggal 29 Maret
2012 bukanlah merupakan dokumen akta yang menunjukan bukti telah
dilakukannya perbuatan jual beli tanah antara PENGGUGAT | dan TER
GUGAT, melainkan hanya sebatas notifikasi/pemberitahuan terhadap p
ara pihak yang terlibat dalam suatu Perjanjian, in casu sewa menyewa |

ahan;
8. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan merujuk pada peraturan perun

dang-undangan yang berlaku, jelas terbukti bahwa dokumen Surat Per
nyataan Peralihan Hak Atas Tanah tertanggal 29 Maret 2012 yang ditan
datangani oleh perwakilan dari TURUT TERGUGAT Il sama sekali tidak

ada sangkut pautnya dengan pokok permasalahan yang didalilkan oleh
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PARA PENGGUGAT dalam gugatannya. TURUT TERGUGAT Il dalam

perkara ini hanya berusaha melindungi hak-hak dan kepentingannya se

laku penyewa yang beritikad baik. Sehingga atas hal tersebut, TURUT

TERGUGAT Il memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mem

berikan putusan yang seadil-adilnya terkait dengan posisi hukum TURU

T TERGUGAT Il dalam perkara yang bersangkutan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas melalui alasan-alasan hukum dan
bukti-bukti tersebut di atas, maka TURUT TERGUGAT Il mohon kepada Majelis
Hakim Yang Mulia yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini agar berkenan
memberikan Putusan sebagai berikut:
| DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT Il untuk
seluruhnya.

2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet
onvantkelijke verklaard/NO).

Il DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dalil-dalil serta tuntutan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang
timbul dari proses Gugatan ini.

Apabila Majelis Hakim Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus
perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono naar redelijkheid en billijkheid).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II
| mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Error In Person, Salah Pihak

Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis tidak mengetahui dan

tidak ikut serta kedalam permasalahan jual beli yang didalilkan oleh
penggugat didalam gugatannya.
Sesuai dengan Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi:
“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.”
Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian hanya berlaku bagi mereka
yang membuatnya. Dalam kaitannya permasalahan ini, Kantor Pertanahan
Kabupaten Ciamis bukanlah pihak yang ikut melakukan perjanjian,

kerjasama atau bentuk perbuatan hukum lainnya yang menyebabkan
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permasalahan ini timbul. Oleh karena itu Kantor Pertanahan Kabupaten
Ciamis tidaklayak dimasukan menjadi pihak didalam perkara ini.
2. Obscuur Libel, Gugatan Kabur
Adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum didalam
gugatan. Bahwa didalam posita penggugat, tidak menjelaskan tentang bentuk
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Ciamis, akan tetapi didalam petitum penggugat justru meminta untuk

dilakukannya tindakan baliknama sertipikat. Ketidaksesuaian antara posita

dengan petitum tersebut menjadi bukti kuat bahwa gugatan penggugat
termasuk kedalam gugatan kabur “Obscuur Libel”
Dengan alasan demikian maka sudah benar apabila Kantor Pertanahan

Kabupaten Ciamis menganggap bahwa gugatan ini termasuk “Obscuur libel”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat Ill mohon dengan
hormat Majelis Hakim berkenan memutuskan:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat Ill;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik, dan Tergugat,

Turut Tergugat |, Turut Tergugat Il serta Turut Tergugat Il telah pula

mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tela

h mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) Foto copy Kutipan Akta Nikah antar R Ipung Purwana dengan Tuti
Mulyawati Nomor 1163/48/X11/1992, diberi tanda P-1;

2. Foto copy Akta jual beli Nomor 114/2007 persil 0148 Kohir Nomor 2493
seluas 212 m2 , diberi tanda P-2;

3. Foto copy Perjanjian sewa menyewa tanah untuk penempatan Base
Transciever Stasiun Sistem Telekomunikasi Seluler GSM Antara PT
Telekomunikasi Seluler dengan Drs Ipung Purwana,MM., diberi tanda P-3;

4. Foto copy Kwitansi pembayaran sebidang tanah di Dusun Nagrog Desa
Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis (Lahan Tower),
diberi tanda P-4;

5. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 00474, atas hama Darsih, S.Ip tanah
terletak di Blok Babakan Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih,

Kabupaten Ciamis, diberi tanda P-5;
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6. Foto copy Surat pernyataan Peralihan Hak atas tanah yang berlokasi di
Dusun Nagrog RT.02 /RW.01 Kelurahan Sukasenang, Kecamatan
Sindangkasih, Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P-6;

7. Foto copy Surat Keterangan Tanah Bekas milik Adat Nomor
593.2/105/PTSL-Skn-2019 diberi tanda P-7;

8. Foto copy Nomor Objek Pajak Nomor 32.09.201.007.018-001.0 tanah
sengketa atas nama PT Telkomunikasi , diberi tanda P- 8;

9. Foto copy contoh tulisan tangan atas nama H Kusdi, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan
dengan asli, kecuali bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 merupakan
fotocopy dari fotocopy, serta semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai
yang cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat tela

h pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai

berikut:

1. Saksi AIP dibawah sumpah m
enerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pengugat karena saya satu kampung dan
bertetangga dengan Penggugat, akan tetapi tidak mengenal Tergugat da
n para Turut Tergugat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah lama dan sering bermain
dengan penggugat dan sering main bulutangkis dengan penggugat;

- Bahwa saksi menerangkan tahu permasalahan antara Penggugat denga
n Tergugat dan Para Turut Tergugat yaitu tanah yang terletak di Desa
Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, kabupaten Ciamis, akan tetapi
saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;

- Bahwa Saksi pada waktu itu pernah disuruh oleh Pa Ipung untuk
menawarkan sebidang tanah untuk dijual yang terletak di Desa
Sukasenang itu yang diatasnya terdapat Tower dan kemudian saya
tawarkan kepada H. Kusdi yang sekarang menjadi Tergugat;

- Bahwa setelah tanah tersebut ditawarkan oleh saksi kepada H. Kusdi,
Sepengetahuan saya H. Kusdi telah memberikan uang kepada Pa Ipung
sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut
diserahkan di rumah Pa Ipung sendiri di Jalan Sukamulya No 160 Kel
Ciamis, Kec Ciamis, Kab Ciamis yang pada waktu itu H. Kusdi dan Pa

Ipung berada di ruangan tamu dan Pa Ipung memperlihatkan uang
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kepada saya yang pada waktu itu saya disuruh oleh pa Ipung untuk
memberikan minum kepada H Kusdi selaku tamu;

- Bahwa Saksi mengetahui H Kusdi menyerahkan uang kepada Pa Ipung
Hari dan tanggalnya saya sudah tidak ingat lagi yaitu Pada tahun 2009;

- Bahwa Sepengetahuan saksi Pa H. Kusdi telah meninggal dunia;

- Bahwa Seingat saya pada tahun 2009 telah terjadi adanya transaksi jual
beli tanah yang terletak di Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih,
kabupaten Ciamis yang diatasnya terdapat Tower tersebut;

- Saksi mengetahui transaksi tersebut karena pada waktu itu Pa Ipung
memberitahukannya kepada saya sambil bercanda kepada saya dan
memperlihatkan uang yang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
terdiri dari 3 (tiga) ikat tersebut dan pa Ipung memberitahukan jumlah
uang tersebut kepada saya;

- Yang saya ketahui letak tanah yang disengketakan tersebut yaitu di
babakan limus, Desa Sukasenang, kecamatan Sindangkasih, Kabupaten
Ciamis;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah yang
menjadi sengketa pada saat ini;

- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah yang disengketakan tersebut yang
berada di Desa Sukasenang terdapat Tower dan bangunan seperti toko;

- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui ialah pa Ipung hanya
menggadaikan tanah kepada H. Kusdi dan H. Kusdi telah menyerahkan
uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Pa lpung
dan yang saya ketahui uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta
rupiah) itu adalah Pinjam kepada H. Kusdi dengan jaminan tanah yang
terletak di Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, kabupaten
Ciamis yang sekarang tanah tersebut disengketakan di Pengadilan;

- Yang saya ingat saya disuruh oleh Pa Ipung untuk menawarkan tanah
yang yang terletak di Dusun Nagrog, Desa Sukasenag, Kecamatan
Sindangkasih kepada H Kuasdi yaitu pada tahun 2009;

- Bahwa saksi diberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh
Pa Ipung untuk imbalan saya telah menawarkan tanah sengketa
tersebut;

2. Saksi KURNIADI dibawah su

mpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa Saksi kenal dengan pengugat karena saya pernah bekerja di
rumah Penggugat yaitu sebagai Opis Boy (OB), akan tetapi tidak
mengenal Tergugat dan para Turut Tergugat;

- Bahwa saksi ketahui Pa Ipung (Penggugat) bekerja di salah satu Bank
yaitu di Bank BJB Cabang Ciamis;

- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui pada waktu itu di ruang
tamu rumah Pa lpung sudah ada Pa H. Kusdi sedang mengobrol dengan
Pa Ipung dan saya disuruh oleh Pa Ipung untuk memberikan air minum
kepada Pa H Kusdi dan saya melihat dan dengar bahwa H. Kusdi butuh
tanah untuk membuat grasi mobil dan perkataan tersebut disampaikan
oleh H Kusdi didepan Pa lpung;

- Bahwa saksi mengetahui H. Kusdi menyerahkan uang kepada Pa Ipung
dan uang tersebut di serahkan di ruang tamu rumah Pa Ipung;

- Bahwa sepegetahuan saksi H Kusdi menyerahkan uang kepada pa
Ipung yaitu pada tahun 2009 dan yang saya dengar uang sebesar
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) itu pinjam dari Pa H Kusdi
dengan jaminan tanah di Dusun Nagrog Desa Sukasenang, Kecamatan
Sindangkasih, Kabupaten Ciamis;

- Bahwa saksi tidak mengetaui letak tanah yang dijaminkan oleh Tergugat
yang menjadi sengketa tersebut;

- Bahwa saksi pernah melihat H Kusdi berkunjung ke rumah pa Ipung
sekitar pukul 10.00 Wib yang pada waktu itu H Kusdi sedang mengobrol
dengan Pa lIpung di ruang tamu di rumah pa Ipung dan yang saya
dengan pa H Kusdi butuh tanah untuk membuat grasi dan akan
membuat toko;

- Yang saya ketahui, H Kusdi membuat gerasi di Lokasi tanah yang
disengketakan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang menjadi sengketa tersebut
terletak di Dusun Nagrog, Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih
Kabupaten Ciamis tersebut terdapat bangunan gerasi warung dan
tower;

- Bahwa tidak mengetahuinya adanya transaksi jula beli tanah di lokasi
yang disengketakan tersebut anta Pa Ipung dengan H Kusdi tersebut;

- Bahwa setahu saksi yang membuat gerasi dan warung di tanah di Dusun
Nagrog, Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, kabupaten Camis

tersebut ialah H. Kusdi;
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- Bahwa saya lihat di lokasi tanah yang disengketakan di Dusun Nagrog,
Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis tersebut
terdapat bangunan garasi, warung dan tower;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat Il dalam pemeriksaan
perkara ini tidak mengajukan saksi akan tetapi mengajukan bukti surat,
sedangkan Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat Il dalam pemeriksaan perkara i
ni tidak mengajukan saksi maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya tel
ah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) buah buku Foto copy sertifikat Tanda bukti Hak milik Nomor 00474

atas nama Darsih, S.Ip tertanggal 11 April 2019 diberi tanda T-1;

2. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi yang ditandatangani oleh Drs Ipung P

MM diberi tanda T-2

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut diatas telah bermater

ai cukup, dan sudah dicocokan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Il untuk membuktikan dalil sangkala
nnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 Foto copy Berita acara serah Terima Dokumen Fisik terkait Menara
tertanggal 18 Nopember 2020, diberi tanda T.T II. 1.

2. Foto copy Perjanjian sewa menyewa tanah untuk penempatan Base
Tranciever Station Sistem Telekomunikasi Seluler GSM antara PT
Telekomunikasi Seluler dengan TN Drs Ipung Purwana M.M., diberi tanda
T.T.lI-2.

3. Foto copy surat perjanjian sewa lahan terkait dengan pelaksanaan
pengalihan dengan memberikan tanda tangan pada surat ini Nomor
934/TC/03/RQ-05/XI1/2020 tertanggal 17 Desember 2020, diberi tanda
T.T.II-3;

4. Foto copy Screenshot Resi PT Pos Indonesia Nomor 18107193575
berdasarkan informasi resmi pada Website PT Pos Indonesia dengan
alamat web https//www.posindonesia.co.id/id/tracking, diberi tanda T.T.lI-4;

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan
dengan asli, kecuali bukti surat T.T.ll-2 dan T.T.ll-4 merupakan fotocopy dari fot

ocopy, serta semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;
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Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setem
pat pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sebagaimana termuat dalam b
erita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I,
Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat Ill, mengajukan kesimpulan secara elektro
nik pada tanggal 14 November 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang
akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang ter

muat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagi

an yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbangan, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pa
da pokoknya adalah mengenai para PENGGUGAT memiliki sebidang tanah kos
ong yang dibeli dari Drs. Esom Somantri seluas 212M? yang terletak di Desa Su
kasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, yang pada tahun 200
7 objek tanah sengketa disewakan oleh PENGGUGAT | kepada TURUT
TERGUGAT II, kemudian PENGGUGAT | berencana menjual tanah objek seng
keta tersebut seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang
selanjutnya objek tanah tersebut ditawar oleh H. Kusdi ( suami TERGUGAT), n
amun H. Kusdi tidak sanggup membeli senilai yang diinginkan PENGGUGAT |,
karena H. Kusdi hanya memiliki uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta
rupiah) dan menawar tanah objek sengketa tersebut senilai Rp30.000.000,00
(tiga puluh juta rupiah) Atas tawaran tersebut PENGGUGAT | menolaknya;

Menimbang, bahwa kemudian H. Kusdi menawarkan kepada
PENGGUGAT | untuk memakai uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta
rupiah) tersebut dengan syarat diijinkan membangun garasi mobil dan banguna
n semi permanen di atas objek tanah tersebut, PENGGUGAT | menyetujuinya,
kemudian untuk penyelesaian pembayaran hutang yang dibuat tersebut,
PENGGUGAT | akan membayarnya nanti setelah ada pembaharuan sewa tana
h dari TURUT TERGUGAT Il kepada PENGGUGAT | yang akan berakhir di tah
un 2022, kemudian masih pada tahun 2022 PENGGUGAT | datang melihat obje
k tanah dan berusaha mau menemui H. Kusdi untuk membicarakan perihal
penyelesaian hutang PENGGUGAT | kepada H. Kusdi, namun ternyata H. Kusd
i telah meninggal dunia dan yang ada adalah isterinya yakni TERGUGAT dan d
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ari hasil pembicaraan dengan TERGUGAT, PENGGUGAT | baru mengetahui
bahwa objek tanah sengketa milik PENGGUGAT | telah beralih nama menjadi
milik TERGUGAT berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor: 00474/Desa Sukasen
ang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, seluas 159M? atas nama
TERGUGAT (Darsih S.IP) yang dikeluarkan TURUT TERGUGAT lil;

Menimbang, bahwa objek tanah sengketa merupakan harta yang diper
oleh PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il dalam ikatan perkawinan, selama dal
am ikatan perkawinan tersebut PENGGUGAT II tidak pernah memberi persetu;
uan untuk menjual tanah objek sengketa kepada H. Kusdi, berdasarkan hal-hal
tersebut TERGUGAT telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yak
ni mengambil dan menguasai tanah objek sengketa milik PENGGUGAT | dan
PENGGUGAT Il tanpa alas hak yang sah secara hukum. Dasar hukum berupa j
ual beli yang didalilkan TERGUGAT tidak sah karena tidak ada kesepakatan jua
| beli antara PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il dengan H.Kusdi sebagaimana
diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Turut T
ergugat |, Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat Il telah mengajukan Eksepsi yan
g mana akan langsung Majelis Hakim petimbangkan satu persatu sebagai berik
ut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan
Turut Tergugat | mengajukan Eksepsi yang menurut Majelis Hakim memiliki
maksud yang sama maka oleh karena itu Majelis Hakim akan
mempertimbangkan terhadap Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat | pada poin
kesatu secara bersamaan yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;
1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscure Libel).

- Bahwa judul gugatan Para Penggugat a quo adalah Gugatan Perbuatan
Melawan Hukum. Akan tetapi, dalil posita gugatan Para Penggugat a quo t
idak jelas, tidak tegas dan membingungkan dalam hal atau tindakan/perbu
atan apa Tergugat dinyatakan sebagai telah melakukan perbuatan melawa
n hukum. Apakah atas alasan Tergugat menguasai dan memiliki tanah obj
ek sengketa sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam posita 16 hal
aman 6 casu quo ? Atau dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa ju
al beli tanah sengketa a quo tidak sah karena tidak ada kesepakatan antar
a Para Penggugat dengan Almarhum H. Kusdi ? -QUOD NON;
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Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim

akan mempertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa dalil Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat | ters

ebut yang pada pokoknya mempermasalahkan tentang dalil posita gugatan Par
a Penggugat a quo tidak jelas, tidak tegas dan membingungkan dalam hal atau
tindakan/perbuatan apa Tergugat dinyatakan sebagai telah melakukan perbuata
n melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah Majelis H
akim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat yang pada pokoknya men
genai penguasaan tanah objek perkara sebagaimana dimaksud dalam Surat
gugatan Penggugat yang mana adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh
Tergugat yang mana menurut Penggugat mengakibatkan kerugian terhadap

dirinnya, karena belum terpenuhinya kewajiban dari Tergugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim be

rpendapat bahwa penguasaan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap
objek sengketa berupa tanah tersebut diatas membuat Penggugat merasa diru
gikan haknya terhadap tanah objek sengketa tersebut, yang mana penguasaan
fisik di lapangan berada dalam penguasaan/pengelolaan Tergugat sehingga ata
s dasar itulah Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai perbua
tan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karena itu berdasarkan
pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai terhadap Eksepsi kesatu d
ari Tergugat dan Turut Tergugat | tidaklah beralasan hukum dan dinyatakan

tidak dapat diterima;
Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimb

angkan Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:
2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
- Bahwa dengan tidak ditariknya Drs. Esom Somantri dan Sdr. Aip sebagai

pihak tergugat dalam perkara ini, maka sengketa yang dipersoalkan tidak
dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, karena pihak yang
seharusnya ikut digugat dan tentunya pula dapat membuktikan
kebenaran/membenarkan seluruh dalil, argumen, dan pernyataan Para
Penggugat yang dijadikan dasar gugatan perkara ini, tidak turut digugat,
sehingga patut kalau gugatan Para Penggugat tersebut ditolak atau setida
k-tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verkla

ard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim
akan mempertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa secara teori dalam hukum acara perdata

menyebutkan bahwa seseorang yang merasa haknya dilanggar dapat
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mengajukan gugatan terhadap seseorang/Tergugat sepanjang ia mempunyai
kepentingan hukum, hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor : 3909 K/Pdt.G/1994 pada
pokoknya “Adalah hak dari Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa
yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara“. Apabila Penggugat
memandang tidak penting diikut sertakannya pihak-pihak lain dalam upaya
mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya terlepas
pada kenyataannya hal tersebut mengakibatkan kurang pihak atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada surat gugatan Penggugat
dan fakta hukum yang ditemukan selama berlangsungnya proses persidangan
perkara ini bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Turut
Tergugat I, Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat Il telah jelas dan terang akan
tetapi mengenai peran dan kedudukannya masing-masing dalam perkara ini
apakah telah merugikan dan melanggar hak keperdataan Penggugat akan
diulas lebih mendalam dalam pokok perkara, sehingga berdasarkan
pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak
ditariknya pihak yang menurut Tergugat diduga mempunyai peran dalam
perkara Aquo sebagai Tergugat tidak serta merta pula gugatan Penggugat dapa
t dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan uarain tersebut maka menurut
Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak
dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat | tidak beralas
an hukum oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat Il
mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. DALAM GUGATAN TERDAPAT KURANG PIHAK YANG DITARIK DALAM

PERKARA (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);
- Kekurangan pihak dalam Gugatan yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT,

karena tidak menyertakan PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI sebagai p
emegang kepemilikan dan penguasaan atas menara telekomunikasi yang

berdiri di lahan sengketa (niet ontvankelijk verklaard).
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat | tersebut Majelis

Hakim akan mempertimbangkan sebgai berikut:
Menimbang, bahwa terkait Eksepsi Turut Tergugat |l tersebut diatas Maj

elis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara
pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 yang terletak di Desa Sukasenang,
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Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis yang mana pemeriksaan setemp
at tersebut dihadiri serta disaksikan oleh para pihak untuk memastikan letak da
n batas-batas objek perkara serta apa saja yang terdapat diatas Objek Perkara.
Bahwa pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat terhadap objek perkara
Majelis Hakim mendapati di dalam objek perkara terdapat Menara pemancar
(tower) sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat, yang
mana Menara Pemancar (tower) tersebut milik PT. DAYAMITRA
TELEKOMUNIKASI yang mana sebelumnya milik Telkomsel sebagaimana
termuat dalam bukti surat T.T.ll-1 berupa berita acara serah terima dokumen
fisik terkait Menara tanggal 18 November 2020 yang mana didalam bukti surat
tersebut menyatakan bahwa Menara pemancar (tower) yang berada dalam
objek perkara telah beralih kepemilikannya yang sebelumnya milik
TELKOMSEL kemudian beralih kepada PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI
pada 18 November 2020 sehingga dengan demikian didapati di atas objek
perkara terdapat pihak selain Tergugat dan Turut Tergugat Il yang menguasai
objek perkara dalam hal ini ialah PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI yang
tidak ditarik sebagai tergugat dalam perkara Aqou;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim me
nilai terhadap Penguasaan objek perkara yang dikuasai oleh pihak lain selain d
ari Tergugat dan Turut Tergugat Il yaitu dikuasai oleh PT. DAYAMITRA
TELEKOMUNIKASI, maka oleh karena itu dengan tidak di tariknya PT.
DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI yang menguasai objek perkara tersebut
sebagai Tergugat dalam perkara Aquo maka terhadap perkara ini dinyatakan ku
rang pihak sehingga tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, ol
eh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa g
ugatan PENGGUGAT kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.365
K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, “Gugatan harus menggugat semua orang
yang terlibat”, Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agu
stus 1985, “Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”,
serta Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 19
75, “Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyata
kan tidak dapat diterima”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Ek
sepsi Turut Tergugat Il mengenai KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSOR
TIUM) di atas beralasan hukum dan dapat dikabulkan;
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Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal k
arena kurang pihak (plurium litis consortium) oleh karena itu harus dinyatakan ti
dak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang m
enyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena kur
ang pihak (plurium litis consortium), oleh karenanya posita dan petitum gugatan
PENGGUGAT untuk selebihnya tidak relevan dan tidak perlu lagi untuk diperiks
a, dinilai dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang m

enyatakan bahwa Gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil karen
a Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), oleh karenanya posita dan petitum g
ugatan penggugat untuk selebihnya tidak relevan dan tidak perlu lagi untuk dipe
riksa, dinilai dan dipertimbangkan dalam perkara ini;
Menimbang, oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di

terima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka berdasarkan ketentuan Pasal 181
ayat (1) HIR, kepada Penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perk
ara ini sejumlah yang ditetapkan dalam amar Putusan di bawabh ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burg
elijk Wetboek/BW), ketentuan Pasal-pasal HIR (Herziene Inlandsch Reglement),
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Unda
ng-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan M
ahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan A
tas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Per
kara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan-
peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:
DALAM EKSEPSI:
- Menyatakan Eksepsi Tergugat, dan Turut Tergugat | tidak dapat diterima;
- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I;
DALAM POKOK PERKARA:
1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Ver
klaard);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp2.058.000,00 (dua juta lima puluh delapan ribu rupiah);
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Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Ciamis pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, oleh kami BENY
SUMARNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, S.H., dan
SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 telah dibacakan
dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh
Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh ENO, S.H., sebagai Paniter
a Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dan telah dikirim secara elektronik

melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota Hakim Ketua
Ttd ttd
INDRA MUHARAM, S.H., M.H. BENY SUMARNO, S.H., M.H.
Ttd.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd
ENO, S.H.
Perincian Biaya Perkara:
1. Pendaftaran : Rp30.000,00;
2. Proses : Rp50.000,00;
3. Pengandaan Berkas : Rp31.500,00;
4. PNBP Panggilan : Rp50.000,00;
5. Panggilan : Rp106.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat : Rp1.770.000,00;
7. Redaksi : Rp10.000,00;
8. Meterai : Rp10.000,00; +
Jumlah : Rp Rp2.058.000,00;

(dua juta lima puluh delapan ribu rupiah).
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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